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Lampiran |-

Perihal . Imbauan

Kepada Yth,

Bapak Andi Seto Gadhista Asapa, S.H.,L.LM dan Ibu Rezki Mulfiati Lutfi
(Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Makassar Tahun 2024)

di

Tempat

A. Dasar Hukum :

;

10.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur,
Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang;

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun
2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun
2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,
Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun
2020 tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan
Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil
Wali Kota yang terjadi secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif;

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun
2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan
Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta
Walikota dan Wakil WalikotaTahun 2024;

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota
dan Wakil WalikotaTahun 2024;

Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor:
274/PM.00.00/K1/08/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Pencegahan
Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan
Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota:
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman
Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati
Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota:

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar Nomor 1331 tahun 2024
tentang Penetapan Lokasi Kampanye Rapat Umum dan Lokasi Pemasangan Alat
Peraga Kampanye pada Pemilihan walikota dan wakil Walikota Makassar Tahun
2024.

B. Bahwa dalam rangka upaya pencegahan pelanggaran dan sengketa proses pada
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan
Wakil Walikota Tahun 2024 melalui tugas Pengawasan oleh Pengawas Pemilihan,




maka Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Makassar menyampaikan
hai-hal sebagai berikut:

Peraturan mengenai pelaksanaan pengawasan pada penyelenggaraan Pemilihan
Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil
Walikota Tahun 2024 oleh Bawaslu Kabupaten/Kota:

1.

a)

b)

Pasal 22A ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020
tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun
2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-
Undang, yang berbunyi:

(2) Pengawasan penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, serta
pemilihan Walikota dan Wakil Walikota dilaksanakan oleh Panwas
Kabupaten/Kota

Pasal 2 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia
Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan
Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan
Wakil Wali Kota, yang berbunyi:

(1) Bawaslu memegang tanggung jawab akhir atas Pengawasan
penyelenggaraan Pemilihan.

(2) Pengawasan penyelenggaraan Pemilihan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) menjadi tanggung jawab bersama Bawaslu, Bawaslu Provinsi,
dan Bawaslu Kabupaten/Kota.

(3) Pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemilihan dilaksanakan oleh
Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan,
Panwaslu Kelurahan/Desa, dan Pengawas TPS.

(4) Pengawas Pemilihan menyelenggarakan Pengawasan Pemilihan sesuai
dengan wilayah kerjanya dan bersifat hierarki.

2. Peraturan mengenai pelaksanaan pencegahan pelanggaran dan sengketa pada

penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil
Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 oleh Bawaslu
Kabupaten/Kota:

a) Pasal 69 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan
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Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020
tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor

1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi

Undang-Undang, yang berbunyi:

Dalam Kampanye dilarang:

a. mempersoalkan dasar negara Pancasila dan Pembukaan Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

b. menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, Calon Gubermnur,
Calon Wakil Gubemur, Calon Bupati, Calon Wakil Bupati, Calon
Walikota, Calon Wakil Walikota, dan/atau Partai Politik;*)

c. melakukan Kampanye berupa menghasut, memfitnah, mengadu domba
Partai Politik, perseorangan, dan/atau kelompok masyarakat;
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d. menggunakan kekerasan, ancaman kekerasan atau menganjurkan
penggunaan kekerasan kepada perseorangan, kelompok masyarakat
dan/atau Partai Politik;

e. mengganggu keamanan, ketenteraman, dan ketertiban umum;

f. mengancam dan menganjurkan penggunaan kekerasan untuk
mengambil alih kekuasaan dari pemerintahan yang sah;

g. merusak dan/atau menghilangkan alat peraga Kampanye;

h. menggunakan fasilitas dan anggaran Pemerintah dan Pemerintah
Daerah;

i. menggunakan tempat ibadah dan tempat pendidikan;

j. melakukan pawai yang dilakukan dengan berjalan kaki dan/atau dengan
kendaraan di jalan raya; dan/atau

k. melakukan kegiatan Kampanye di luar jadwal yang telah ditetapkan oleh
KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.

b) Pasal 70 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020
tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor
1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi
Undang-Undang, yang berbunyi:

(1) Dalam kampanye, pasangan calon dilarang melibatkan:

a. pejabat badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah;

b. aparatur sipil Negara, anggota Kepolisian Negara Republik
Indonesia, dan anggota Tentara Nasional Indonesia; dan

c. Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dan perangkat Desa atau
sebutan lain/perangkat Kelurahan.

(2) Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan
Wakil Walikota, pejabat negara lainnya, serta pejabat daerah dapat ikut
dalam kampanye dengan mengajukan izin kampanye sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Gubernur dan Wakil Gubermnur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan
Wakil Walikota, yang mencalonkan kembali pada daerah yang sama,
selama masa kampanye harus memenuhi ketentuan:

a. menjalani cuti di luar tanggungan negara; dan
b. dilarang menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatannya.

(4) Cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bagi Gubermnur dan Wakil
Gubemnur diberikan oleh Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden, dan
bagi Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota diberikan
oleh Gubemur atas nama Menteri.

(5) Cuti yang telah diberikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), wajib
diberitahukan oleh Gubemur dan Wakil Gubermur kepada KPU Provinsi,
dan bagi Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota
kepada KPU Kabupaten/Kota.

c) Pasal 71 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020
tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor
1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi
Undang-Undang, yang berbunyi:
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(1) Pejabat negara, pejabat daerah, pejabat aparatur sipil negara, anggota
TNI/POLRI, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dilarang membuat
keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan
salah satu pasangan calon.

(2) Gubemur atau Wakil Gubemur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota
atau Wakil Walikota dilarang melakukan penggantian pejabat 6 (enam)
bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir
masa jabatan kecuali mendapat persetujuan tertulis dan Menteri.

(3) Gubernur atau Wakil Gubemur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota
atau Wakil Walikota dilarang menggunakan kewenangan, program, dan
kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan
calon baik di daerah sendiri maupun di daerah lain dalam waktu 6
(enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai
dengan penetapan pasangan calon terpilih.

(4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3)
berlaku juga untuk penjabat Gubernur atau Penjabat Bupati/Walikota.

(5) Dalam hal Gubernur atau Wakil Gubermur, Bupati atau Wakil Bupati, dan
Walikota atau Wakil Walikota selaku petahana melanggar ketentuan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), petahana tersebut
dikenai sanksi pembatalan Kabupaten/Kota.

(6) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3)
yang bukan petahana diatur sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang undangan.

d) Pasal 10 huruf (c) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik
Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali
Kota dan Wakil Wali Kota, yang berbunyi:

Bawaslu Kabupaten/Kota dalam melaksanakan Pengawasan
penyelenggaraan Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2
melakukan: c. Pencegahan pelanggaran dan sengketa Pemilihan di wilayah
kabupaten/kota;

3. Peraturan mengenai tahapan dan jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun
2024:

Lampiran Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang
Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan
Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil WalikotaTahun 2024, bahwa:

Tahapan pelaksanaan kampanye, jadwal awal pada Hari Rabu, tanggal 25
September 2024 dan jadwal akhir pada Hari Sabtu, tanggal 23 November
2024.

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta
Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024
a) pada Pasal 18 ayat (1)

(1) Kampanye dapat dilaksanakan melalui metode:
a. pertemuan terbatas;
b. pertemuan tatap muka dan dialog;
c. debat publik atau debat terbuka antar-Pasangan calon;
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penyebaran bahan Kampanye kepada umum;
pemasangan aiat peraga;
iklan media massa cetak dan media massa elektronik; dan/atau
kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye dan ketentuan
peraturan perundang undangan.
b) pada Pasal 24 ayat (2) yang berbunyi:
(2) Bahan Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. selebaran;
b. brosur;
c. pamflet; dan/atau
d. poster.
c) pada Pasal 27 ayat (2)
(2) Alat peraga Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. reklame;
b. spanduk; dan/atau
c. umbul-umbul.
d) pada Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) furuf b

(2) Pertemuan terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
dilaksanakan:

a. dalam ruangan atau gedung tertutup; dan/atau
b. melalui Media Daring.

(3) Peserta Kampanye yang diundang pada pertemuan terbatas dalam
ruangan atau gedung tertutup sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
huruf a disesuaikan dengan kapasitas ruangan yang ditentukan oleh
pengelola ruang gedung, dengan jumlah peserta paling banyak:

b. 1.000 (seribu) orang untuk tingkat kabupaten/kota.
e) pada Pasal 38

(1) Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta
Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye dapat membuat dan
mencetak bahan Kampanye selain yang difasilitasi oleh KPU Provinsi dan
KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2)
meliputi:

pakaian;

penutup kepala;

alat makan/minum;

kalender;

kartu nama;

pin;

alat tulis;

payung,

stiker paling besar ukuran 10 cm (sepuluh sentimeter) x 5 cm (lima
sentimeter); dan/atau

J. atribut Kampanye lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

(2) Setiap bahan Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus
memiliki nilai:

a. paling banyak Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) jika dikonversikan
dalam bentuk uang;

b. sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang
mengatur mengenai standar biaya masukan; dan/atau

c. harga yang wajar.

Q ™0 Q
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f) pada Pasal 57 ayat (1)
(1) Dalam Kampanye dilarang:

a.

b.

mempersoalkan dasar negara Pancasila dan Pembukaan Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon gubernur,
calon wakil gubernur, calon bupati, calon wakil bupati, calon walikota,
calon wakil walikota, dan/atau partai politik;

melakukan Kampanye berupa menghasut, memfitnah, mengadu
domba partai politik, perseorangan, dan/atau kelompok masyarakat;
menggunakan kekerasan, ancaman kekerasan, atau menganjurkan
penggunaan kekerasan kepada perseorangan, kelompok masyarakat,
dan/atau partai politik;

. mengganggu keamanan, ketentraman, dan ketertiban umum;

mengancam dan menganjurkan penggunaan kekerasan untuk
mengambil alih kekuasaan dari pemerintahan yang sah;

. merusak dan/atau menghilangkan alat peraga Kampanye;
. menggunakan fasilitas dan anggaran pemerintah dan pemerintah

daerah;

menggunakan tempat ibadah dan tempat pendidikan;

melakukan pawai yang dilakukan dengan berjalan kaki dan/atau
dengan kendaraan di jalan raya; dan/atau

melakukan kegiatan Kampanye di luar jadwal yang telah ditetapkan
oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.

g) pada Pasal 64
(1) Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta
Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye dilarang menempelkan
bahan Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2), Pasal
37 ayat (1) dan Pasal 38 ayat (1) di tempat umum sebagai berikut:

~0 Q0T
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tempat ibadah;

rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan;
tempat pendidikan;

gedung atau fasilitas milik pemerintah;

jalan protokol dan/atau jalan bebas hambatan;
prasarana dan sarana publik; dan/atau

taman dan pepohonan.

(2) Tempat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b,
huruf ¢, huruf d, dan huruf g termasuk halaman, pagar, dan/atau tembok.

h) pada Pasal 65
(1) Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta
Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye dilarang memasang
alat peraga Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1)
pada tempat umum sebagai berikut:

T"hD Q0O TR
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tempat ibadah;

rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan;

gedung milik pemerintah,;

tempat pendidikan;

fasilitas tertentu milik pemerintah; dan

fasilitas lainnya yang dapat mengganggu ketertiban umum.
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(2) Tempat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk halaman,
pagar, dan/atau tembok.

i) Pada Pasal 66 ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat dan ayat (6) dan menyatakan
bahwa:

(3) Pasangan Calon dan/atau tim Kampanye selama masa Kampanye dapat
memberikan biaya makan minum peserta Kampanye, biaya transportasi
peserta Kampanye, biaya pengadaan bahan Kampanye pada pertemuan
terbatas dan/atau pertemuan tatap muka dan dialog dan hadiah lainnya
berdasarkan nilai kewajaran dan kemahalan suatu daerah.

(4) Selain pada pertemuan terbatas dan/atau pertemuan tatap muka dan
dialog sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pasangan Calon dan/atau
tim Kampanye selama masa Kampanye dapat memberikan biaya makan
minum peserta Kampanye, biaya transportasi peserta Kampanye, biaya
pengadaan bahan Kampanye, dan/atau hadiah lainnya pada rapat umum
dan kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye dan hadiah
lainnya berdasarkan nilai kewajaran dan kemahalan suatu daerah.

(5) Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye dapat memberikan hadiah
dalam pelaksanaan Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan
ayat (4) dengan ketentuan:

a. dalam bentuk barang; dan
b. nilai setiap barang sebagaimana dimaksud dalam huruf a paling
banyak Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah).

(6) Biaya makan minum peserta Kampanye, transportasi peserta Kampanye,
dan pengadaan bahan Kampanye bagi peserta Kampanye sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) tidak diberikan dalam bentuk
uang tunai.

C. Dalam rangka melakukan pencegahan Pelanggaran Pemilu dan Peraturan
Perundang-Undangan lainnya, dengan ini Bawaslu Kota Makassar perlu mengimbau
kepada pasangan calon Walikota dan wakil Walikota Makassar Tahun 2024 untuk
memperhatikan sebagai berukut:

1. bahwa dalam pelaksanaan Kampanye pertemuan terbatas, kampanye tatap muka,
dan rapat umum tetap berpedoman pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum
Nomor 13 tahun 2024 tentang Kampanye Pemiiihan Gubernur dan wakil Gubernur,
Bupati dan wakil Bupati, serta Walikota dan wakil Walikota Tahun 2024.

2. bahwa Tidak melibatkan pihak-pihak yang dilarang dalam pelaksanaan Kampanye
sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

3. bahwa adapun Lokasi kampanye rapat umum dan lokasi pemasangan alat peraga
kampanye pada pemilihan Walikota dan wakil Walikota sebagaimana dimaksud
dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar Nomor 1331 Tahun
2024 tentang penetapan lokasi kampanye rapat umum dan lokasi pemasangan alat
peraga kampanye pada pemilihan walikota dan wakil Walikota Makassar Tahun
2024 sebagai berikut:

a. Nama Jalan yang dilarang sebagai berikut :

1) Jalan Jendral Sudirman
2) Jalan Ahmad Yani;
3) Jalan Balai kota;
4) Jalan A.P Pettarani.
b. Titik lokasi yang dilarang untuk dipasangi reklame:
1) Dilarang memasang atribut, APK, reklame dalam bentuk spanduk, Pamflet,
Banner, Bendera, dan Baliho pada pohon penghijauan yang ada pada jalur
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1) Dilarang memasang atribut, APK, reklame dalam bentuk spanduk, Pamflet,
Banner, Bendera, dan Baliho pada pohon penghijauan yang ada pada jalur
hijau, bak/pot tanaman, taman kota, taman lingkungan, dan ruang terbuka
hijau lainnya dengan cara dipaku, diikat tali, diikat kawat, dikaitkan,
disandarkan, ditempel dan ditancap;

2) Dilarang merusak fasilitas keindahan kota seperti pot/bak tanaman;

3) Dilarang merusak fasilitas taman baik tanaman maupun fasilitas taman yang

ada.
c. Lokasi yang menjadi asset pemerintah Kota Makassar yang dapat digunakan

untuk tempat pelaksanaan Kampanye Pilkada Serentak Tahun 2024 sebagai

berikut:

1) Lapangan MNEK (Pantai Losari)

2) Lapangan Hertasning (Emmy Saelan)
3) Lapangan BTP

4. bahwa Pemasangan Alat Peraga Kampanye dan Lokasi Rapat Umum Kampanye
Pemilihan Walikota dan wakil Walikota Makassar Tahun 2024 dilaksanakan dengan
mempertimbangkan etika, estetika, kebersihan dan keindahan Kota Makassar
sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Demikian imbauan ini kami sampaikan agar dapat ditindaklanjuti. Atas perhatian
dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

KETUA

DED INSYAH, S.H.,M.H

Tembusan disampiakan kepada:
1. Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan

2. Arsip
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